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Disarankan
ke BPK

Iakarta, Padek-Kep ala Ba-
dan Keahlian DPR RI, I0hn-
son Rajagukguk merqinta
DPRD Kabupat'en Limapu-
luh Kota untuk mendalami
kejanggalan Laporan Per-
tanggurrgj arvab an Pelak-
sanaan (l,PP) APBD tahun
2017 lalu. Caranya menurut
Johnson, dengan menanya-
kan kepada Perrvakiian Ba.

dan Pemeriksa Keuangan
(BPK) di Sumbar.

"Kita sarankan mendal-
ami apa yang diduga tidak
sesuai itu. Kem'udian kalau
meieka kurang mendapat-
kan penjelasan; boleh me-
minta BPKyang ada di daer-
ah sehingga nan{i ada pen-
jelasan tambahan dari apa
yang sudah diperiksa oleh
BPK," kata Johnson, di Ge-
dui.rg DPR RI, kornpleks Par-
lemeh, Senayan lakarta, Se-
lasa {3i 7).

'sebelumnya, pada Se-
nin {2/7), Badan Keahlian
DPR menerima delegasi

DPRD Kabupaten l,imapu-
hih Ksta Sumbar, untuk
b erko n s ultasi tentan g p eru--
balrasan Rancangan Perat u-
ran Daerah (Ranperda) ten-
tangLPPAPBD.

Dijelaskan, pihak yang
melakukan pemeriksaan
terhadap perla n gguu gj awa-
ban pengelolaan APBD itu
adal.ah BPK yang perwak-
ilannya ada di setiap provin-
si di Indonesia. "N{akanya
kami sarankan minta lapo-
ran hasil pemeriksaan ter-
hadap LPP APBD 20 I 7 itu ke
BPKyang ada di daerah. Di
kabupaten atau kota belum

Makanya kami sarankan

minta laporan hasil
pemeriksaan terhadap LPP

APBD 2017 itu ke BPK
yang ada di daerah. Di

kabupaten atau kota

belum ada BPK

Johnson ffajagukguk

ada BPKi" imbuhnya.
Dalam pertemuan.itu,

kata J ohnson, delegasi DPRI)

Kabupaten Lirnapululr Kota
juga mengungkap bahwa ka-
bupaten tersetlut sudah tiga
kali bertumt-tuut fi lemper-
oleh penilaian lArajar Tanpa
Ilengecualian (lllruP).

Menyikapi hal tersebut,
Johnson menjclasltan, bahwa
prinsip umum dari penilaian
WTP yang diLrerihien oleh
EPK bukan berarti dikitakan
bersih tanpa adanya penyim-
pangan. Penilaian iru diberi-
kan berdasarkan sistem pel-
aporari atau administrasi pe-
laporan keuangan dan pen-
gelolaan keuangan. Jika sela-
ma pelaporan sesuai dengan

ketentqanyatrg ada di dalam
pengelolaan keuangan, rnaka
itulah yang diberikan apre-
siasi oleh BPK dengan pe.
nilaianWIP tersebut.

"Tetapi secara subtan-
sial tidak berarti bahwa
WTP itu menjamin tidak
ada penyimpangan. Karena
antara sistem peilaptrran
dengan perilakuyang ada di
dalani pengelolaan adalah
dua hal yang Lrerbeda. Kare-
na itu WTP tidak bisa jadi
jarninan bahwa tak ada pe-
nyimpangan. Tapi kita
harapkan rnemang kalau
dia sudah WT'P, adminis-

. trasinya sudah bagus maka
penyimpangan itri ti<lak
ada. Itu harapan," jelasnya.

'Ierkait keluhan delegasi
Anggota DPRD Kabupaten
Limapr.iluh Kota yang rnen-
gatakan bahw3 adanya ke-
ia4ggalan ttalam LPP AFBD
Tahun 2017, Johnson rnenilai
hal itu hanya kekurangte-
litian dalarn pembahasan
awal APBD. "Hai itu bisa saja
terjadi mengingat adanya ke-
mungkinan perubahan yang
diusulkzur ke DPRD lalu luput
dari perhatian secara admin-
istrasinya,'r pungkasn_va. (fas/
ipd


